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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Atas pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkara sita ganda antara Sita Pidana dan Sita Umum menimbulkan 

ketidakpastian hukum baik pada tataran peraturan maupun dalam tataran 

pelaksanaannya. Dalam tataran peraturan, frasa “semua penyitaan” dalam Pasal 

31 Ayat 1 UU Kepailitan pada faktanya bertentangan dengan pasal 39 Ayat (2) 

KUHAP. Dalam hal ini walaupun UU Kepailitan lebih baru, namun asas Lex 

Posterior tidak dapat diterapkan karena secara konsep hukum, hukum pidana 

(dalam hal ini KUHAP) lebih didahulukan. Pendahuluan hukum pidana dapat 

dilihat dari kehadiran upaya paksa yang harus digunakan secara bijaksana oleh 

para aparat yang dibekali wewenang upaya paksa tersebut. Dalam tataran 

pelaksanaan peraturan pun perkara sita ganda sangat inkonsisten dan 

menimbulkan ketidakpastian hukum seperti yang ditemui dalam kasus PT. SCR, 

First Travel, dan Abu Tours. 

2. Sinkronisasi hukum atas kondisi sita ganda antara Sita Pidana dan Sita Umum 

harus sesuai dan memiliki nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai 

grundnorm dan staatfundamental norm dari sistem hukum nasional Indonesia. 

Nilai-nilai tersebut adalah  mengedepankan aspek kemanusiaan dan 

kesejahteraan, mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penguasa, dan bersifat 

terbuka terhadap perubahan. 
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B. Saran 

Atas kesimpulan yang disampaikan di atas, disampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kondisi ketidakpastian hukum mengharuskan Kurator berperan aktif mengejar 

boedel pailit yang dikenakan Sita Pidana. Langkah yang dapat dilakukan adalah 

hadir sebagai saksi dalam proses pidana tersebut untuk menjelaskan duduk 

perkara status barang bukti yang juga boedel pailit. Kurator juga dapat 

mengajukan upaya hukum berupa praperadilan dalam hal terdapat boedel pailit 

yang dikenakan sita pidana yang diketahui bahwa sita pidana tersebut dilakukan 

secara bertentangan dengan KUHAP. 

2. Sebagai lembaga yang menaungi hakim, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan 

peraturan yang mengatur mengenai kondisi-kondisi pengembalian barang bukti 

dalam hal barang bukti tersebut juga termasuk boedel pailit dalam perkara 

kepailitan. Peraturan ini dirasa penting menghindari putusan dirampas untuk 

negara yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi 

Kreditor. Dalam tingkat yang lebih teknis, pengadilan Niaga dapat melakukan 

terobosan hukum dengan mengeluarkan putusan non-executorial yang 

dikeluarkan dalam hal pelaksanaan perkara pailit terhambat karena boedel pailit 

dikenakan sita pidana. Putusan tersebut penting sebagai kepastian hukum guna 

melindungi Kurator dan Kreditor dalam hal hak-haknya yang tidak atau belum 

terpenuhi karena perbenturan hukum dalam kasus sita ganda. Terakhir, 

pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan perubahan 

atas ketentuan Pasal 31 Ayat (2) UU Kepailitan khususnya frasa “semua 

penyitaan”. Perubahan yang disarankan adalah memberikan kejelasan agar frasa 

tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (2) KUHAP. 
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